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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitan yvang dilakukan di KPP Pratama Jakarta

Cakung Dua dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. penulis dapat

mengambil keputusan sebagat berikut

1.

Jumiah PKP yang melaporkan PKP nya di KPP Pratama Jakaria Cakung
Dua dar izhun ke tahun mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar
257 Waﬁa Pajak PKP, pada tahun 2011 yang melaporkan PKF sebanyak
336 Wajib Pajak dan pada tahun 2012 peningkatan yang melaporkan PKP
sebanyek 391 Wajib Pajak. Dengan persentase tingkat kepatuhan vang
menyamé&ikan SPT Masa PPN dan PPnM baik secara manual, e-SPT dan
e-filing éada tahun 2010 sebesar 13%, pada tahun 2011 mengalami
peningkzétan sebesar 20%, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 15% karena ada kegiatan registrasi ulang.

Befum raksimal penvampaian pelaporan PKP di Kantor Pratama Jakarta
Cakung Dua dikarenakan adanya penambahan jumiah PKP dari registrasi
ulang, déri ragistrasi tersebui upaya yang dilakukan agar mendapat data
valid dar berkualitas.

Alasan ‘Najib Pajak lebih memilin melaporkan SFT secara e-3PT karena
pengguraan e-SPT merasa dimudahkan datam sistem ini dan terdapat
manfaat . dalam prosedur pelaporar. Pengguna penyampaian secara
manual harus datang ke KPP dan antri untuk menyerahkan SPT dan media

penyimpanan SPT. Unituk pengguna e-fiing, Wajib Pajak diwajibkan
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membayar penggunaan aplikasi pelaporan SPT secara onfine kepada
pitiak ASP.

Untuk kelerdsmbatan pelaperan SPT Masa PPN dan PPnBM di KPP
Pratama Jakaria Cakung Dua sekitar 90% dilakukan oleh PKP lama, dan
sisanya tidak lebih dari 10% keterdlambatan dilakukan oleh PKP baru. Hal
ini disebabkan tingkat kepatuhan vang rendah dari PKP dan kesadaran dari
Wajib Pajak #u sendiri untuk febih update terhadap peraturan yang beriaku
saat ini, dan peraturan terbaru PER-21/PJ2013 untuk mewajibkan
penyampaian SPT Masa dengar e-SPT.

Tidak ada upaya khusus bagi Petugas Pajak di KPP Pratama Jakarta
Cakung Dua untuk meningkatkan juriah pengguna e-SPT selama Wajib
Pajak yang bersangkutan tidak melakukan transaksi melebihi jumiah
transaksi yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Kendaiajpeﬁugas Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua untuk
meningkatkan tingkat kepatuhen Wajib Pajak adealah data-data Wajib Pajak
yang tidak benar (alamat salah) vakni hanya sekitar 20% Wajib Pajak yang
alamat usahanya sesuai dengan data yang tercatat di KPP, yang
mengaakf_batkan Surat Teguran Fajak (STP) tidak sampai kepada pihak
Wajib Pajak yang baertanggurig jawab.

SARAN

Berdassrkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran agar pelaporan

pajak PKP di Kantor Pratama Jakarts Cakung Dua dapat meningkat mencapai

target yang direntukan :

1.

KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sebaiknya mengadakan sosialisasi dan

pelathan mengenai Pengguna e-SPT dan e-filing untuk Wajib Pajak
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khususnya Wajib Pajak badan yang terdaftar sebagai PKP. selain itu KPP
Pratarsa Jakeria Cakung Dua harus melakukan upaya-upaya agar wajib
pajak lebih patuh dalam melaksanakar kewajiban perpajakannya.
Direkiorat Jenderal Pajek seharusnya membuat sistem yang mudah uniuk
pelaporan pajak secara eleldronik sehingga masyarakat tidak ragu dan
tidak rengalami kesufitan untuk menjalankan aplikasi tersebut.
Kemudahan tersebut mencakup kemuadahan untuk mengganti daia yang
salah input sehingga keluhan-keluhan pengguna e-SPT dapat diatasi.
P&nggurfa ae-SPT akan lebih meningkat apabila pengguna e-SPT lidak lagi
harus datang ke KPP uniuk antri dan menyerahkan SPT induk dan media
penyimpanan SPT seria pengéuﬂelan e-filing ftidak dipungut biaya.
Mengingat penggunaan e-SFT dapat inengurangt kegiatan klerikal Petugas
Pajak dan mengurangi kesalahan perhitungan pajak terutang.

Pengada:an sistern informast vang saling terhubung dan canggih dalam
pelaporan SPT secara dropbox. Apabrla Wajib Pajak yang terdaftar di KPP
Pratamz - Jakarta Cakung Dua melakukan pelaporan secara dropbox di
KPP lain, Petugas Pajak langsung memeriksa status Wajib Pajak pada
sistemn leﬂmputer_ untuk mengatasi kemungkiran adanya masalah yang
dilakukan oleh Wajib Pajak di KPP terdaftar (Wajib Pajak mencantumkan
alamat yvang salah). Sehingga dapat di update informasi terbaru oleh Wajib
Pajak, agar pengiriman ST dapat diterirna dengan benar oleh Wajib Pajak

yang besangkutan.
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Komplek Pusat Perdagangan Ujurg Menteng Blok. J, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 1X Km. 25, Cakung, Jakarta Timur 13860

DATA PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DAN PPNBM

YANG PKP TERDAFTAR TAHUN 2010-2612

. Penyvampaian SPT Masa PPN dan
Tahun Tei;;ar | PKP Lapor FEnBiM ‘ Total PKP
Manual e-SPT e-filing
2010 791 534 333 156 4 257
2011 905 569 371 193 5 336
2012 G895 04 332 215 7 391

Sumber : Sekzi PDI KPP Pratarna Jakarta Cakung Dua
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KANTOR FELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

Komplek Pusat Perdagangan Ujuniz Menteng Blok. J, Jalan St Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung, Jakarta Timur 13980
Telepon (021) 46802302, 46802303, 45802304 Faksimiii (021) 46802305, Siius wwyy.pajak.go.id
Layanan Informasi dan Heluhan Kring Pajak {021) 00200,
Email pengaduandipaiak.go.id

DATA TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PPN DAN PPNBM
TAHUN 2010-2012

Tahun Penambahan PKP PK2 Laper #
Tingkat Kepatuhan
(a) ﬁ (b) {c) {d=c:h)
2016 72 534 13%
2011 114 569 20%
2012 91 604 15%

Sumber : Seksi PD KPF Pratama Jakarta Cakung Dua
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Email pengsdusnionjziige.id

DATA PERSENTASE PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DAN PPNBM

SECARA MANUAL
Tahun SPT Masa PPN dan Jumtah Perbandingan
PPRBM Penambahan Yo
Secara Manual PKP
(1 (2) (3) (4=3:2)
2010 383 72 19%
2011 371 114 31%
2012 382 91 24%

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakaria Cakung Dua
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Layanan Informasi dan Keluhar Kring Pajak {021} S00200;
Email pengaduan@naiak.go.id

DATA PERSENTASE PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DAN PPNBM

SECARA E-SPT

Tahun SPT Masa PPM dan Jumilah Perbandingan
PPRBM penambahan %
Secara e-SPT PKF
n (2) (3) (4=3:2)
2010 156 72 46
2011 193 114 60
2012 215 g1 43

Sumber:

Seksi PDI KPP Pratama Jakariz Cakung Dua
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Telepon {024) 45802392, 46802303, 45802304 Faksimiii (021) 46802305, Situs www paiak.go.id
Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021} 500200,
Email pengaduan@@palali.go.id

PERSENTASE PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DAN PPNBM

SECARA E-FILING
Tahun SPT Masa PPN dan Jumlah Perbhandingan
PPnBM penambahan %
Secara e-filing PP
(1) (2) (3} {4=3:2)
2010 4 72 18
2011 5 114 23
2012 7 o1 13

Sumber : Seksi PD! KPP Pratama Jakarta Cakung Dua
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DATA PENYEBARAN PEGAWAI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

NO. Seksi Kepala | Kepala | AR | Pelaks | Jumiah
Kantor | Seksi ana
1 Kepala Kantor 1 - - - 1
2 | Subbagian Umum - 1 - 10 11
3 | Pengolahen Data dan - 1 - 8 g
Informasi -
4 Pelayanan - 1 - 12 13
5 | Penagihan - 1 - 5 5]
6 | Ekstensifikasi - 1 - 5 6
7 | Pemeriksean - 1 - 3 4
8 | Pengawasan dan Konsuliast ! 1 4 ) 8
9 | Pengawasan dan Konsultasi il - 1 5 3 L
10 | Pengawasan dan Konsuliasi - 1 4 6 11
i
11 | Pengawasan dan Konsultasi - - 4 7 12
v
12 | Kelompok Fungsional - 1 4 - 5
Pemerikss
Jumlah 1 11 21 62 85

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PEFATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR FER- 21 /PJ/2013

TENTAMG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKXTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-2/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA FPN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan felah ditetapkannya Peraturan
Dirckiur Jenderal Pajak Nomer PER-11/PJ/2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara
Pengisian seria P@nyampaian Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN}, perlu melakukan
peryesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan mengenai tata
cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huraf a serfa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan
Pergolahan Surat Pemberitahuan, periu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubshan atas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011
tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat
Penzberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPM);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Taia Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tghun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana felah beberapa kall diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Unadang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan?_

S e T



Menetapkan :

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tamhahan Lembaran Negaré Republik
indonesia Nomor 50869);

Peratiran Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007
tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan;

€y

4. Peratiran Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
147/PJ /2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara
Penyampaian  Suralt  Pemberitahuan  Masa  Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN;

5. Peraturan Direktur Jendersl Pajak Nomor PER-
44 /PJ/ 2010 tentang Bentul, Isi, den Tata Cara Pengisian
serta  Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah
diubeh dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-11/PJ/2013; '

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
453/PJ/2010 tentang Bentuly, Isi, dan Tata Cara Pengisian
serta Penyampeian Surat Pemberitahuan Masa Pajalk
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena
Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan
Penghkreditan Pajak Masukan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Direlkciur Jenderal Pajak Nomor PER-
10/PJ/2013;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-2/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
DAN PENGOLAHMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PERTAMBABAN NILAI (SPT MASA FPN)

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tafa Cara Penerimaan dan
Pengolehan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

{SPT Masa PPN) diubah sebagai berikut: /}

1. Ketentuan ...



1.

>

T

Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikui:

Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang
dimaksud dengan:
1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan

KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha
Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai terdaftar.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan yang seclanjutnys. disebut dengan EKP2KP
adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan yvang berada dalam wilayah KPP.

Pengusaha Kena Pajak yvang selanjutnya disebut dengan
PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang
PPN Tahun 1984 dan perubahannya,

Pemungut Pajak Pertambshan Nilai yang selanjutnya

disebut dengan Pemungut PPN adalah bendahara
pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut,

- menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh

Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena

 Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada

bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah
tersebut,

Surat Pemberitehuan Masa Paiak Pertambahan Nilai

yang selanjuinya disebut dengan SPT adalah surat yang

oleh Wajib Pajak digunakan wuntuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan
Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Bearang Mewah,
obiek dan/atair bukan objek Psjak Pertambahan Nilai

‘danfatau Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk

suatu Masa Pajok sesusi dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Lampiran SPT;

a.bagi PKP wyeng tidak menggunakan pedoman
penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah
Formulir 1111 AB, Formulir 1111 Al, Formulir 1111
A2, Formulir 1111 Bl, Formulir 1111 B2, dan
Formulir 1111 B3;

b.bagi PKP yvang menggunakan pedoman penghitungan

pengkreditan pajek masukan adalah Formulir 1111 A
DM dan Formulir 1111 R DM; /éd

c. bagi ...



10,

il.

12.

13

14

15.

16.

17.

18.

19.

A
v -

c. bagi Pemungut PPN adalah Lampiran 1 SPT dan
Lampiran 2 SPT.

SPT Lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk
dan semua Lampiran yang dipersyaratkan telah diisi dan
disampaikan dengan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau kuasanva.

Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjuinya disebut
dengan TPT adalah tempat pelayanan perpajakan
terintegrasi pada KPP dengan menggunskan sistem
komputer uniuk meningkatkan pelayanan kepada PKP.

e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang
dihasilkan dari e-SPT.

Media elekironik adalah sarana penyimpanan data
elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan
data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara
lain flash disk dan Compact Disc (CD).

Penyedia Jasa Aplikasi {Application Service FProvider) yang
selanjuinya disebut dengan ASP adalah perusahaan yang
telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan
penyampaian SPT Masa PPN secara elekironik ke

 Direktorat Jenderal Pajak.

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang

dilakukan secara on-line yang real time melalui laman

Direktorat Jenderal Pajak [www.pajak.go.id) atau ASP.

Tanda Terima SPT adalah Bukd Penerimaan Surat yang
selanjutnya disebut dengan BPS, yang dihasilkan dari
menu penerimaan SPT watuk disampaikan kepada PKP
atau Pemungut PPN,

Penelitian adalah seranghksian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Masa PPN dan
jampiran-lampirannya termasuk  penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Pengujian data adslah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk menilad kebenaran pengisian data
clektronik Indulk: SPT Masa PPN dan Lampiran SPT Masa
PPN.

Perckaman SPT adelah serangkaian keglatan yang
dilzkukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke
dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain
merekam, uploading, dan/atau memindai (scanning).

Loading adalah kegiatan memindahkan data/irformasi
digital dari media digital atau jaringan komumnikasi data
ke sistem informasi Direldorat Jenderal Pajak.

Pengolahan SPT adalah serangkaian Lkegiatan yang?{

meliput ...



-

meliputi  penelitian, pengujian data, validasi, dan
perekaman/loading SPT.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7) diubah, sehingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1) PKP atau Pemungut PPN menyampaikan SPT dengan
kelengkapan sebagai berikuat:

a. Bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman
penghitungan pengloeditan pajak masukan SPT
terdiri dari:
1}Induk SPT Masa PPN 1111 - Formulir 1111

(F.1.2.32.04);

2) Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan
Perolehan (D.1.2.32.07);

3)Formudir 1111 Al - Dafiar Ekspor BKP Berwujud,
BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);

4 Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas
Penyerahan Dalarn Negeri dengan Faktur Pajak
(0.1.2.32.09};

S} Formuliv 1111 Bl - Daftar Pajak Masukan yang
Dapat Dikyeditkan atas Impor BKP dan
Pemanfaatan BEP Tidak Berwujud/JKP dari Luar
Daerah Pabean (12.1.2.32.10);

6) Formulir 1111 B2 - Daftar Pajakk Masukan yang
Dapat Dikreditkan atas Perolehan BEP/JKP
Dalarn Negeri {D.1.2.32.11}; dan

7yFormutir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang
Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas
(0.1.2.32.12).

b. Bagl PKP  vang menggunalkan pedoman
penghitungan pengkreditan pajak masukan, SPT
terdiri dari:

1} Induk SPT Masa PPN 1111 DM - Feormulir 1111
DM (#.1.2.32.05);

) Formulir 1113 A DM - Dafiar Pajak Keluaran atas
Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak
(D.1.2.32.13); dan

3)Formulir 1111 R DM - Daftar Pengembalian BKP
dan Pembatalan JKP oieh FKP yang Menggunakan
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak
Masukan {D.1.2.32.14),

- ¢. Bagi Pemungut PPN, SPT terdiri dari:
1) Induk SFT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02);
2)Lampiran 1 Daftar PPN dan PPnBM Yang
Dipungut Oleh Bendsharawan Pemerintah - ﬁ

Forenualir ...
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Formudir 1107 PUT 1{D.1.2.32.03}; dan

3)Lampiran 2 Deftar PPN dan PPnBM Yang
Dipungat Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah-
Formulir 1107 PUT 2 {3.1.2.32.04).

(2} SPT sebagaimansa dimaksud pada ayat (1):

a.  huruf a atau hurof b wajih dilsl oleh setiap PKP;

b, huruf ¢ wajib diisi oleh setiap Pemungut PPN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangar
perpajakan.

(31 SPT sebagaimana dimeksud pada ayat (1) wajib
dilampiri dengan lampiran-lampiran  lainnya  yang
dipersyarathan sesuzai dengan ketentusn peraturan
perundang-undangan perpajakan,

. Di antara ayat (1} dan ayat {2} Pasal 3 disisipkan 3 (tiga)
ayat, vakni ayat {I1a), avat {1b), dan ayat {1¢) sehingga Pasal
3 berbunyi sebagai berikui:

Pasal 3

{1} SPT dapat berbentuk:
a. formulir kertas thard copyl; atau
b. data elekironik, vang disampaikan:
1) dalam media elekironik; atau
2} melalui e-Filing.
(1a} Setiap PEP wajib menyvampaikan SPT dalam bentuk
data elektronile.
(Ib) Dikecualilan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1a) adalah PKP Orang Pribadi yang:

a. melaporkan fidek lebih dari 25 {dua puluh lima)
dokumen (Faktur Pajak/dokumen {ertentu yang
kedudukannya dipersamsakan dengan Faktur Pajak
dan /atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap
Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan

b. jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya
dalam 1 {satvjy Masa Pajak kurang dar
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),

dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas

(hard copy} atan dalam bentuk data elekironik.

(1ci Pemungut PPN dapat menyampaikan SPT dalam bentuk
Cformulic kertas [hard copy) atan dalam bentuk data
eleltronik.
(2) SPT dapat disempadkan oleh PKP atau Pernungut PPN
dengan cara manual, vaitu:

a. disampeailan langsung ke KPP atau KP2KP, atau

b. disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi
atau jasa kurir, dengan bukt pengirimean surat, ke
KPP atau KP2KP. i& ,

{3} Dalam ...



(3}

(4}

Dalam ha! SPT disampaikan dalam bentuk media
elektronik sebagalinana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 1, PEP atau Pemungui PPN harus menggunakan
e-SPT dan Induk SPT tetap disampailkan dalam bentuk
formulir kerias (hard copy).

SPT dalam benituk dats elekivonik dapat disampaikan
oleh PKP melalui  e-Filing, yang fata cara
penyampaiannya diatur sesual dengan lketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyampaian SPT dengan cara mamual sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah penyampaian SPT yang
Induk SPT-nya disampaikan dalam bentuk formulir
kertas (hard copy), sedangkan Lampiran SPT dapat
disempaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copt)
atau dalam bentuk media elektronik.

. Romawi I huruf A huruf b angka 1) dalam Lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011
dinnbah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1} Jenis PKP atau Pemumgut PPN, Jumiah Dokumen, dan

Jumlah Penyerahen Barang dan Jasa

Mengecek jenis PEP (Badan atau Orang Pribadi}) atau
Penmangut PPN,

a. Apabila PKP Badan meka SFT harus disampaikan dalam

bentuk data elektronik;

. Apabila PKP Orang Pribadi miaka harus mengecek

jumlah dokumen {Fakiur Pajek/dokumen tertentu yang
kedudukannys dipersaimakan dengan Faktur Pajak
dan/atau  Nota  Retur/Nota  Pembatalan) yang
diterbitkan/diterima oleh PEP dan jumlahk selhuruh
penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh PKP,
dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Apabila jumlah dokumen yang dilaporkan dalam 1
(satu) Masa Pajak tidak lebih dari 25 (dua puluh
lima) dokumen pada seiiap Lampiran SPT dan
jumlah seluruh pergyerahan barang dan jasanya
dalam 1 (satu |} Masa Pajak kurang dari
Rp400.000.000,00 {empat ratus juta rupiah), maka
SPT dapat disampsikan dalam bentuk formulir
kertas f(hard copy) atau dalam bentuk data
elektronik.

(2) Apabila jumliah dokumen yang dilaporkan dalam 1
{satu) Masa Pajak lebih cdari 25 (dua puluh lima)
dokumen pada salah satu Lampiran SPT atau
jumiah sehwrub penyerahan barang dan jasanya
dalam 1 (satu) Masa Pajak paling sedikit
Rp400.000.000,00 (empat ratus juts rupiah), maka/}_



~ %

SPT harus disampaikan dalam bentuk data
elektronik.

(3) Dalam hal PKP Badan atau PKP Qrang Pribadi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (2)
menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas
fhard  copy), maka PKP dianggap tidak
menyampailkan SPT dan dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan.

c. Apabila Pemungut PPN maka SPT dapat disampaikan
dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam
bentuk data elekironik.

Pasal I

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlakn pada
tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian dan
pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juni 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2013

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,




FORMULIR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

REMENTERIAN KEVANGAN REFUSILIN INDCGNINA
DIRERTURAT JERDERAL FAJAK

FORMULIR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

SEMUA INFORBADT HARAP D[S QENQAT HURUP KAFFAL/UETAK. 18] olai bonl tren

Jenis Pengukuhan: i ] Fermahonan Wajib Fajak [:j Fragskuban Secara Jabaian
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Alasiat domistls sssual KT2:

Jalen

Blok
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Hecamatan
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ouidl Feielldanuan masa eajan renampanan Nial
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FORMULIR {1 1“1

1

UANG. Jumiah Lombst SPT:
:E::DERT}’A?H;E‘&ER::IP:’P;KRI Bacatah ledetih dubuly Buky Potunjuk Peagivlan SPT Masa PP Bard teredn X datam D yang seguat fgﬁ:‘:ﬁm:) D:
HP HPWP L -

HASA &d - Tho Bubas ] sd
(rneemineyyy)
3 e KLUt Pambsiizn Ka. { ) D Waijib PPnBM
1. FENYERAHAN BARANG DAN JABA nes PPN
A Temlarg PEN;
1. Ekspior @ i
2, Panysraban yang PPN-nya harus dipung 2 senghi E‘} Rp. Ra.
3, Penyerahan yarg PPN-nya disungut aek Pemungut PPN Rp. Rp.
4. Penyerahan yang PPN-nya livak dipungut Rp. ap.
5. Penyerahan yang dibebashan dar pengaiman PFN IE} Rp. .
Jursdab (LA +LA2 + LA +1A4 +LAE) Rp. Rp.
B3, Tidak Terutang PPN R,
. Jumish Seleroh Penyerahan (LA + LB) Ra.
il PENGHITUNGAN PPN KURANG BAVARILEBIH BAYAR
] A. Pajak Kefuaran yang harus dipungut sendid ‘sumlah PPN pada FEAZ) E} Ap.
% B. PPN diselr dimuka defam Masa Pajak yan zama Rp.
| C.Pajak Masukan yang Capat dipeciilungkan 5
3
: C. PPN kurang stau (lablh) bayar (LA - ILB - 11.C) Rp.
H -
5_ E. PRI kurang atau (lekin) bayar pade SPT yarg dibaiulan Rp.
H
3 F PPN kurang atau flebiis} bayar karena pembetalan {152 - I1E) Ro.
H
; G. PPN kurany Hayar diunasl langoed - fefe gy iy } HTEN 3
| H. PPH leblh bayar pada ©
i . T 4 . o
| 1] JButr 1D (il dalam bt SPT bukarPomotan) 12 [Buir D ates [ ] Buirle  (oisidatam bal ST Pembsiutan)
Cleh :2.1 D PKP Pasil 0 apat {45) PPN : say 22 D Setain FKP Pasz] 9 ayat {46} PPN
diminla cnluk 134 D Dikomper:saslkan: ko Mase Pajak berkutngs iz D Diksmpensasikan ke Masa Pajal .
3.2 [] iembatien (Rastius) {rin-3yyy}
Khusus Reslilu:! untuk 2P :
) D Pagai 17C KUP  dilakulan dangan < [j Prosgour Bizsz  alau D Parmembalian Pendabuban
alo | |Pasel DKUP dlskoken dengan® | |ProsesurBiasa  atsu [ ] Pangermbatian Pendahutuan
alay D Pasal § ayal(de) PPN diakukan dangan Pengembeian Pendahulusa
I, PPH TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIR] »
A, Jumiah Dasar Pengenaan Pajak - Rp.
B. #PN Terutang Rp.
C. Ditunasl Tanggal 1 - - fed-ma Yyl NTEM ;
V. FEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGE PKEP GAGAL BERPRGDUKSI
A. PPN yang wajib dibayar kerbali ;  Rp.
B. Dilunast Tangaa : . - {Sd ey HTFN
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG WEWAH o
A. PPnBM yang harus dipungut sendi 1) ro.
B, PPnBM dizelor dimuka datam Masa Pajak yaty sams Rp.
‘€. PPnBM kurang alau {Jabih) bayar [MA-V.E; p.
0. PPnBM kurang atau {lublh) bayat pada SPT yang dibe'ulkan o
E.PPnBM kurang atau {labil) bayar karena pemitulan (V.0 - V.D) Re.
F. PPnBM kurang bayar difunasi tanggal - - s NTEN
Vi KELENGKARAN SPT
[ remuic titias [ Fomoirtttiaz || Fomt 111162 [Joseren___tmbar [ | surat Kussahusus
[ Jromartttar [ Jremucrriigr [ eomuirttias [ |ssperoan____ emeer [ | , lembar
- - (dd-mm-yyyy)
RNYATAAN : PangususMuasa
GAN MENYADARS SEPENLIHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, Tanda tangen
A MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA !:]F‘KP
ITAHUKAN- DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAVPIRANNYS Hama Jefas
LAH BENAR, LENGIAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT D Jabatan
Kuasa
Cap Panisahaan
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3

4

~RFFEh BTAPLE:

REKAPITULAS! PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada transaksi tidak periu dilompirkan)

RAMAPKP *

NPwP :

—

RMASA 54

Pembetulan Ke :

(mm-mm-yyyy)
v .

URAIAN

DPP {Rupiah)

FPN {Rupiah) PPnBM (Rupiah)

. Rekapitulasi Penyerahan

A,

Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP

8.

Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung

2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak vang Digunggung

o

Rincian Penverahan Dalam Negeri

- Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri
GJumiah | B 1 dengan Faviur Paish Hele 01.04.00 dar 63 duamban L

ka

(Jumdan 18,1 dengan Faklor Paisk Koge D2 dan L]

- Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PN

L

- Penyershan yang PPH atau PPN dan PEABM-nva lidak

dipungut
(Jumiah 1.B.1 dengon Fokiur Pajuk Kade D7)

4. Penyeiahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM
(25 LY desigan Fakty Paisk Rode U8

Rekapitulasi Perolehan

A.

Irnpor BKP, Pemanfastan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabesn, dan Pemanfanian JKP
dar Luar Dasrah Pabaan Yang PR-nya Dopat Dikredithan

B.

Perolehain BKP/IKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikraditkan

C

Impur atau Perclenan Yang Phil-nya Tidale Dapat Dilradithen dan/atau irianr alau Peroichan Yang

Mengdaps Fasiitas

b

+

Jumilah Parstoharn

-
o
to

| et
"]

ﬂu. vm:mrmwc:mm: PM Yang Dapat Dikreditkan

A.

Pajak Masukan atas Perclehan yang Dapat Dikreditkan (11LA+ 1LB )

B.

Pajak Masukan Lainnya

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

2. Kompensasi kelebihan PPN karana pembetulan SPT PPN Masa Pajak

- (mme-yyyy)

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang felah dikreditkan sehagai pen

ambah (pengurang) Pajak Masukan

4. Jumlah (LILB.1 + #§1.B.2 + .B.3}




DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP

FORMULIR 1111 At
(Bila tidak ada transaksi tidak periu dilampirkan)

| MASA

Pembetulan Ke :

(mm-mm-yyyy)

Nama Pembell BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak
Berwujud/Penerima JKP

-

Dokumen Tertentu

Nomor

Tanggal (dd-mm-yyyy)

Keterangan

LES AREASTAPLES. | AEA STAPLES AREAGTABLES,

L

F‘.:"l:jf|_T?}-"'%i:‘_;'exn}miwim|mib|5aiéxsfél z 1

—

-
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DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2

in (Bita tidak ada transaksi tidak pedu dilampirkan)
NAMA PP .

- R

S
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